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Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (RLPPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan 
informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota 
Pangkalpinang kepada masyarakat mengenai capaian kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan Kota Pangkalpinang selama 
tahun 2022 yang disampaikan bersamaan dengan Laporan 
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang 
Tahun 2022 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 
Kepuluan Bangka Belitung.   

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, RLPPD 
memuat informasi tentang capaian kinerja makro dan urusan 
pelayanan dasar, hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan opini atas laporan keuangan tahun 
sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran 
daerah serta inovasi daerah. Dalam uraian berikut 
disampaikan capaian kinerja  penyelenggaraan pemerintahan 
daerah Kota Pangkalpinang selama tahun 2022. 

❖ CAPAIAN KINERJA MAKRO 

No Indikator Capaian kinerja Perubahan 
2021 2022 

1 IPM 78,57 79,24 0,85 
2 Angka 

Kemiskinan 
4,76 4,55 -4,41 

3 Angka 
Pengangguran 

6,81 5,90 -13,36 

4 Pertumbuhan 
Ekonomi (miliar) 

9.611,44 10.208,34 6,21 

5 Pendapatan 
Perkapita 

69.265.000 76.349.000 10.277 

6 Ketimpangan 
Pendapatan 

0,259 0,263 1,54 

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2023 

❖ CAPAIAN URUSAN PELAYANAN DASAR 

No Urusan Indikator Capaian 

1 Pendidikan a. Tingkat partisipasi warga 
negara usia 5-6 tahunyang 
berpartisipasi dalam 
PAUD 

45,25% 

  b. Tingkat partisipasi warga 
negara usia 7-12 tahun 
yang berpartisipasi dalam 
Pendidikan dasar 

89,01% 

  c. Tingkat partisipasi warg 
negara usia 13-15 tahun 
yang  berpasrtisipasi  

70,28% 

  d. Tingkat partisipasi warga 
negara usia 7-18 tahun 
yang belum 
menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 
menengah yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraaan 

100% 

2 Kesehatan a. Rasio daya tampung RS 
terhadap jumlah 
penduduk 

0,27 

  b. Persentase RS rujukan 
kab/kota yang 
terakreditasi 

71,43% 

  c. Persentase ibu hamil yang 
mendapatkan layanan 
Kesehatan ibu hamil 

94,77% 

  d. Persentase ibu bersalin 
yang  mendapatkan 
pelayanan persailnan 
sesuai standar 

96,06% 

  e. Persentase bayi baru lahir 
yang mendapatkan 
pelayanan bayi baru lahir 
sesuai standar 

99,36% 

  f. Cakupan pelayanan 
Kesehatan balita sesuai 
standar 

91,48% 

  g. Persentase anak usia 
Pendidikan dasar yang 
mendapatakn layanan 
Kesehatan sesuai standar 

91,12% 

  h. Persentase orang usia 15-
59 tahun yang 
mendapatkan skrining 
Kesehatan sesuai standar 

98,56% 

No Urusan Indikator Capaian 

  i. Persentase warga negara 
usia 60 tahun ke atas yang 
mendapatkan skrinign 
kesehatan sesuai standar 

97,48% 

  j. Persentase penderita 
hipertensi yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

95,29% 

  k. Persentase penderita DM 
yang mendapatkan 
pelayanan Kesehatan 
sesuai standar 

98,19% 

  l. Persentase penderita 
ODGJ berat yang 
mendapatkan layanan 
kesehatan sesuai standar 

100% 

  m. Persentase orang terduga 
TBC yang emndapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar  

100% 

  n. Persentase orang yang 
beresiko terinfeksi HIV 
yang mendapatkan 
pelayanan deteksi dini 
HIV sesuai standar 

100% 

3 Pekerjaan Umum a. Rasio luas kawasan 
permukiman rawan 
banjir yang terlindungi 
oleh infrastruktur 
pengendalian banjir di 
WS kewenangan 
kabupaten/kota 

#NA 

  b. Rasio luas kawasan 
permukiman sepanjang 
pantai rawan abrasi, erosi 
dan akresi yang 
terlindungi oleh 
infrastruktur pengaman 
pantai di WS 
kewenangan kab/kota 

#NA 

  c. Rasio luas daerah irigasi 
kewenangan kabupaten/ 
kota yang dilayani oleh 
jaringan irigasi 

#NA 

  d. Persentase jumlah rumah 
tangga yang mendapatkan 
akses terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 

63,37% 



No Urusan Indikator Capaian 

jaringan perpipaan 
terlindungi terhadap 
rumah tangga di seluruh 
kabupaten/kota 

  e. Persentase jumlah rumah 
tangga yang memperoleh 
layanan pengolahan air 
limbah domestic 

68,77% 

  f. Rasio kepatuhan IMB 
Kab/Kota 

100% 

  g. Tingkat kemantapan 
jalan kab/kota 

94,90% 

  h. Rasio tenaga 
operator/teknisi/analisis 
yang memiliki sertifikat 
kompetensi 

0 

  i. Rasio proyek yang 
menjadi kewenangan 
pengawasannnya tanpa 
kecelakaan konstruksi 

100% 

4 Perumahan 
Rakyat 

a. Penyediaan dan 
rehabilitasi rumah layak 
huni bagi korban bencana 
kab/kota 

100% 

  b. Fasilitasi penyediaan 
rumah layak huni bagi 
masyarakat terdampak 
relokasi program 
pemerintah kab/kota 

0 

  c. Persentase kawasan 
permukiman kumuh 
dibaawah 10 ha di 
kab/kota yang ditangani 

66,67% 

  d. Berkurangnya jumlah 
unit RTLH (rumah tidak 
layak huni) 

3,52% 

  e. Jumlah rumah yang 
sudah dilengkapi PSU 
(prasarana, sarana dan 
utilitas umum) 

100% 

5 Trantibumlinmas a. Persentase gangguan 
trantibum yang dapat 
diselesaikan 

100% 

  b. Persentase Perda dan 
Perkada yang ditegakkan 

100% 

  c. Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
informasi rawan bencana 

460,97% 
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  d. Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

0 

  e. Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana 

0 

  f. Persentase pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
kebakaran 

100% 

  g. Waktu tanggap (response 
time) penanganan 
kebakaran 

12,49 
menit 

6 Sosial a. Persentase (%) 
penyandang disabilitas 
terlantar, anak terlantar, 
lanjut usia terlantar dan 
gelandangan pengemis 
yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di 
luar panti (Indikator 
SPM) 

58,12% 

  b. Persentase korban 
bencana alam dan sosial 
yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya pada 
saat dan setelah tanggap 
darurat bencana daerah 
Kab/Kota 

100% 

 

❖ HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
(EPPD) terakhir diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri 
untuk LPPD tahun 2018. Sedangkan untuk tahun selanjutnya 
sampai dengan saat ini, nilai LPPD belum diterbitkan 

 

 

 

❖ OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Pemerintah Kota 
Pangkalpinang telah meraih 
predikat WTP untuk opini atas 
laporan keuangan Pemerintah 
Daerah sejak tahun 2016. 
Sedangkan untuk opini atas laporan keuangan Pemerintah 
Kota Pangkalpinang tahun 2022, belum diterbitkan oleh BPK.  

 
❖ REALISASI PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DAERAH 

Uraian Anggaran Realisasi 

Pendapatan 944.371.709.345,00 936.745.765.157,62 

Belanja 1.079.389.355.802,00 958.041.225.876,00 

 

❖ INOVASI DAERAH 

Pada tahun 2022, inovasi Pemerintah Kota Pangkalpinang 
yang terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai 
berikut. 

No Nama inovasi OPD 

1 SEPEDA PGK  

(Sistem Informasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah Kota 
Pangkalpinang) 

Bappelitbangda 

2 PAKU BUMI 

(Pemantauan Kesehatan dan Edukasi 
Ibu Hamil) 

Dinas Kesehatan 

3 GEBER SAJA 

(Gerakan Bersih Saluran Jalan) 

Disperkim 

4 SIJANTAN BERTARUNG AKSI  

(Inovasi Membangun Jembatan 
Jerambah Gantung untuk Membuka 
Akses Investasi) 

Walikota 
Pangkalpinang 

WTP 
sejak tahun 2016 
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5 Gerakan Rabu Tanpa BT, Rabu 
dengan  SENYUMAN  

(Gerakan Masyarakat Rabu Tanpa 
Beras dan Terigu, Rabu dengan 
Seporsi Ikan Sayuran Buah Umbi 
Kacang-Kacangan) 

Dinas pangan dan 
Pertanian 

6 MILA KEPANG SATU 

(Mini Laboratorium Portabel 
Keamanan Pangan Segar Asal 
Tumbuhan) 

Dinas Pangan dan 
Pertanian 

7 PeDeKaTe BERKAH 

(Pengantin Dapat Kartu Keluarga, 
KTP-el dan Akta Perkawinan/Buku 
Nikah) 
 

Dinas Dukcapil 

8 SINOPSIS  

(Sarana INformasi Online 
Perpustakaan Secara SIStematis ) 

Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan 

9 PELITA STUNTING 

(Peduli Ibu Bayi dan BALITA Atasi 
STUNTING) 

UPTD Puskesmas 
Pangkalbalam 

10 SIPELANGI 

(Sistem Informasi Pelayanan 
Langsung Ditangani) 

Diskominfo  

11 SIMDA RATEL 

(Sistem Informasi Pendataan Menara 
Telekomunikasi) 

Diskominfo 

12 TURUT SIRNA 

(Satu Rumah Satu Tanaman 
Pengusir Nyamuk) 

UPTD Puskesmas 
Gerunggang 

13 GELANTAS DEPHAM 

(Gerakan Lansia Sehat dan 
Berkualitas Depati Hamzah) 

Rsud Depati Hamzah 

14 TINTA INDAH PGK 

(Sistem Informasi Peta Inovasi 
Daerah Kota Pangkalpinang) 

Bappelitbangda 

15 SIRUBEN 

(Sigap Rumah Bencana) 

Disperkim 

16 IKAN MAS 

(Indeks Kepuasasn Masyarakat) 

DPMPTSP & Tenaga 
Kerja 

No Nama inovasi OPD 

17 SENYUM BU PERI PGK 

(Sejahtera, Nyaman , Unggul, 
Makmur dalam Membangun 
Budidaya Perikanan Pangkalpinang) 

Dinas Kelautan & 
Perikanan 

18 SIGRATASI 

(Sistem Informasi Geografis Peluang 
Investasi) 

DPMPTSP & Tenaga 
Kerja  

19 GERBANG SURGA PGK 

(Gerakan Bangun Shubuh Warga 
Kota Pangkalpinang) 

Bagian Kesra, 
Sekretariat Daerah 
Kota 

20 SIMASDAR 

(Sistem Informasi Manajemen 
Sumber Daya Air) 

Dinas PUPR 

 

Demikian Ringkasan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ini 
disampaikan guna memenuhi ketetntuan peraturan 
perundang-undangan dan juga agar masyarakat dapat 
memperoleh gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai 
oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang selama tahun 2022.  

Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat berterima kasih 
pada semua pihak yang telah membrikan dukungan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pangkalpianng dan 
terus bertekad untuk dapat melaksanakan yang terbaik ke 
depan demi terwujudnya Pangkalpinang sebagai Kota 
SENYUM. Karena itu saran dan masukan dari seluruh 
masyarakatdemi kemajuan ke depan sangat diharapkan. 

Pangkalpinang, 31 Maret 2023 
     Walikota Pangkalpinang, 

      dto 
 

        H. MAULAN AKLIL 

 

 

Format Saran/Masukan 

Saran dan masukan terhadap Ringkasan Lapaoran 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang 
Tahun 2022, dapat disampaikan ke Bagian Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang melalui alamat email 
pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id dengan format 
sebagai berikut: 

 

Terhadap Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kota Pangkalpinang, kami sampaikan saran/masukan 
sebagai berikut : 

1. ……………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………. 

dst 

 

 

mailto:pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

